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BUPATI LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN DUPATI LEBONG 

NO MOR 18 TAI IUN 2023 

TENTANG 

KUALIFIKASI Al<ADEMIK GURU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

n. bahwn dalnm mngka percepatan peningkatnn mutu 

guru scsuai dengan standar nasional pendidikan, yang 

mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasionnl Pendidikan; 

b . bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Guru. 

I . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembcntukan Kabupaten Lcbong dan Kabupaten 

Ke'pahiang di Provinsi Bcngkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

4. Undnng-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dasen (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 157, Tnmbahan Lembamn Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 4586); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcmbentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang 

Hubungan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lcmbarnn Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Neg;1ra Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintnh Nomor 38 Tahun 2007 tentnng 

Pembagian Urusan Pemcrintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Dncrah Provinsi dan Pemerintahan 

Dacrah Kabupaten/ Kota (Lcmbarnn Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

9 . Peraturan Pcmcrintah Nomor 74 Tahun 2008 tcntang 

Guru (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4941 }, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ten tang 

Standar Nasional Pcndidiknn (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 

6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubnhan 

Atos Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 

6762); 
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11 . Pcrnturnn Pcmcrin1nh Nomor 94 Tnhun 2021 tentang 
Disiplin Pcgnwni Ncgcri Sipil (Lcmhnrnn Ncgnrn Republik 
lndoncsin Tnhun 202 1 Nomor 202, Tamhahn.n 
Lcmbnrnn Ncgnrn Ncgorn Rcpublik Indonesia Nomor 
6718): 

12. Pcrnturnn Mcnteri Dnlnm Negcri Nomor 80 Tahun 2015 
tentnng Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036), 
scbagaimann tclnh diubnh dengan Peraturan Mcntcri 
Dnlnm Negcri Nomor 120 Tahun 20 18 tcnlang 
Pcrubahnn J\tns Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 
80 Tahun 2015 tcntang Pcmbcntukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

13. Pcraturan Dacrah l(abupatcn Lcbong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah 
Kabupaten Le bong Nomor 10 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan clan Susunan Pcrangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupatcn Lebong Tahun 2021 
Nomor I). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KUALIFIKASI 
AKADEMIK GURU. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Bupati adalah Bupati Lebong. 
3. Pemerintah Daerah adalah Oupati sebagai unsur 

pcnyclcnggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom 

4. Dinas adalah Organisasi Pcrangkat Daerah yang 
mcmpunyai tugas dan fungsi di biclang Pcndidikan di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lcbong 

5. KepaJa Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupatcn Lebong. 

6 . Pegawai Ncgeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah mereka yang telah memenuhi syarat-synrat 
yang ditentukan dalam peraturan perundang­
undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
yang bekerja pa<la Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lebong. 
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7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas uta ma 

mendidik, mcngaja r, membimbing, mengarahka n , 

mcla tih, mcnilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan a nak usia dini jalur pcndidikan fonnaJ , da n 

pcndidikan dasar. 

8 . Pendidik adala h tcnaga pendidik yang bcrkuaJifikasi 

sebagai guru, konselor, pamong belajar, \vjdyasuara, 

tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, ser ta berpartisipasi 

dalam penyelcnggaraan pendidika n . 

9. Pendidikan formal adalah jalur pcndiciikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri alas Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. 

10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pcndidikan 

akademik yang harus dimilikioleh guru sesuai 

denganjcnis, jenjang dan sntuan pendidikan fonnal di 

tempat pcnugasan. 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

PasaJ 2 

(1) Kualifikasi Akadcmik yang diatur dalam Pcraturan 

Bupnti ini diperuntukkan bagi pendidik dari guru 

dalam ruang lingkup pendidikan formal. 

(2) Ruang lingkup pcndidiknn formal sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( l) adala h mulai pendidikan Anal< 

Usia Dini (Tama.n Kanak-kannk) dan Pendidikan 

Dasar. 

BAB Ill 

KUALIF'IKASI MINIMAL 

Pasal 3 

(1) Dalam usaha mcningkatkan kualifikasi akademik bagi 

pendidik dari guru, Pemerintah Daerah mcnuntaskan 

batas minima l yang ha rus diperolch oleh guru dalam 

ruang lingkup pendidikan formnl. 

(2) B~tas minimal kunlifikasi akademik yang harus 

d1peroleh oleh guru sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) ~~aJah . k~alifikasi akademik dalam tingkat 

pend1d1kan mm_,mnl ~ang harus dipcnuhi olch seorang 

gur~ yang d1~ukt1kan dengan ijazah dnn/atnu 

scrufikat kcahlmn yang relevan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku . 

Pnsnl 4 

Pendidika n _minimal_ yang harus dipenuhi oleh seorang 

gur~ se~agrumana d1maksud dalam pasal 3 ayat (2) adala h 

mehputJ: 

( II Guru padn jenjnng Pendidilmn Anak Usia Dini dan 

Taman Kanak-Kanak hams telah memiliki: 

BAGfAN 
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a. KuaJifikasi akademik minimal Diploma JV (D-IV) 
atau Sarjana (SI); dan 

b . La.tar belakang Pendidikan Tinggi di bidang 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , kependidikan 
lain atau psikolog. 

(2) Guru pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar harus 
telah memiliki: 
a. Kualifikasi akademik minima] Diploma IV (D-IV) 

a tau Sarjana (SI); dan 
b . La.tar belakang Pendidikan Tinggi di bidang 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) , 
kependidikan lain atau psikolog. 

(3) Guru pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama harus telah memiliki: 
a. Kualifikasi akademik minimal Diploma JV (D-IV) 

atau Sarjana (SI); dan 
b. La.tar belakang Pendidikan Tinggi dan Program 

Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang 
diajarkan . 

BAB IV 
PENINGKATAN KUALI F'IKASI GURU 

Pasal 5 

(I) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban 
memfasilitasi dala m usaha pcn ingkatan kualifikasi 
guru yang bclum sesui dcngan yang telah diten tukan 
dalam peraturan perundang-unda ngan . 

(2) Usaha pcningkatnn kual ifikasi guru sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) dilakukan dengan earn 
pemberian tugas belajar yang dibiAyai pcmerin tah dan 
tugas belajar biaya mandiri. 

Pasal6 

( 1) Pemberia n tugas belajar yang dibiayai pemerintah bagi 
guru dilakukan Pemerintah Daerah mela lui Dinas 
dari /atau Badan yang bekerja sarna dengan Perguruan 
Tinggi yang ditunjuk. 

(2) Anggaran yang ditimbulkan te rhadap pelaksanaan 
tugas belajar yang dibiayai pemerintah ini sepenuhnya 
dibebankan kepada Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal usaha peningkatan kua lifikasi guru 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), scla in 
mema lui tuga s bclajar yang dibiayai pemerintah 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, da pat 
dilakukan guru dengan dana mamliri melalui tugas 
belajar biaya mandiri . 

(2) Togas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapa t dilakukan oleh guru setelah 
mendapat rekomendasi dari Kepala Sckolah dan Dinas. 
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Pasal 8 

(1) Target peningkatan kualifikasi akademik guru 
dilakukan Pemerin tah Daerah cialam jangka waktu 5 
(lima) tahun terhitung setelah Peraturan Bupati 
diundangkan. 

(2) Setelah dalam jangka waktu yang dimal<sud pada ayat 
(1) temyata masih ditemukan adanya guru yang tidak 
sesuai kualifikasi akademik yang ditcntukan, maka 
dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perubdang­
undangan. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupatj 101 dcngan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditelaplmn di Tubei 
pada tanggal 3 Maret 2023 

1 BUPATI .EBONGr 

\.KOPLI ANSORI 
Diun<langkan dj Tubei 
pada tanggal 3 Maret 2023 

H. MUSTARANI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 18 

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 
BAGIAN HUKUM 

17i maAAH PROOUK HUKUI~ 
l I KASUPATENLEBONG -4l 
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